BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:
1. Bahwa Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Gorontalo dalam pembinaan peminta sumbangan liar ditinjau dari

Perda Nomor 15 tahun 2001 tentang izin pengumpulan uang atau

barang peneliti menemukan hal-hal sebagai berikut ini:

a. Upaya Preventif yang dilaukan melalui pelatihan keterampilan
dan kesempatan kerja, penyuluhan dan edukasi masyarakat,
pemberian informasi melalui baliho di tempat-tempat umum dan
bimbingan sosial;

b. Upaya Koersif berupa penertiban dan penjangkauan yang
dilakukan setiap dua kali dalam sebulan. Upaya Koersif ini juga
berupa pembinaan dan pelimpahan. Model Upaya Koersif ini
dilakukan oleh petugas dab Satpol-PP yang kemudian dikirim ke
Camp Assessmen untuk ditindak lanjuti;

c. Upaya Rrehabilitatif berupa motivasi dan diagnose, psikososial
yang dilakukan di Camp Assessment, perawatan dan pengasuhan

yang juga dilajkukan;
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d. Upaya Reintegrasi yaitu berupa pemulangan dan pembinaan yang
dilakukan oleh petugas kemudian dilaksanakan oleh Camp
Assessment.
2. Bahwa faktor-faktor yang menghambat dan pendorong Dinas Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam membina
peminta sumbangan liar ditinjau dari Perda Nomor 15 tahun 2001
tentang izin pengumpulan uang atau barang terdiri atas:
a. Faktor hukumnya itu sendiri :
Tidak dipahaminya Perda Nomor 15 tahun 2001 tentang izin
pengumpulan uang atau barang.

b. Faktor Penegak hukum :
Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja belum efektif
melakukan proses penegakan hukum terhadap Perda Nomor 15
tahun 2001 tentang izin pengumpulan uang atau barang.

c. Faktor sarana dan fasilitas :
Gedung dan atau kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Gorontalo sejatinya dapat diberdayakan untuk
melakukan proses pembinaan namun hal ini tidak dilaksanakan
oleh dinas terkait.

d. Faktor masyarakat :
Masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan dalam hal ini

peminta sumbangan liar tidak mentaati aturan yang ada.
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e. Faktor kebudayaan :
yakni permintaan sumbangan liar ini seakan membudaya di
masyarakat kita sehingga faktor ini pun turut berpengaruh
terhadap efektif tidaknya pelaksanaan Perda Nomor 15 tahun

2001 tentang izin pengumpulan uang atau barang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan
beberapa saran dan masukan agar proses penerapan Perda Nomor 15 tahun 2001
tentang izin pengumpulan uang atau barang dapat berjalan sesuai mekanisme yang
ada:

1. Bahwa Pemerintah Kota Gorontalo supaya lebih tegas dalam
penerapan sanksi terhadap peminta sumbangan liar di Kota Gorontalo
sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengoptimalkan metode penanganan peminta sumbangan liar
sehingga manfaat yang diharapkan yakni pemberdayaan masyarakat

bisa lebih cepat terwujud .
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